SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

bahwa dalam pembentukan Perangkat Daerah harus
memiliki prinsip rasional, proporsional, efektif, dan
efisien sehingga optimalisasi pemanfaatan sumber daya
daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan
kesejahteraan dapat terwujud,;

bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan
perangkat daerah yang tepat struktur dan fungsi,
pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel,
serta pengembangan sumber daya aparatur yang handal,
perlu melakukan penataan perangkat daerah;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir = dengan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.
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Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 136) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan
susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri atas:

1.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup dan bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang
Persandian, dan bidang Statistik;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan
bidang Pariwisata;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Pangan, dan
bidang Kelautan dan Perikanan;

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan
bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja
dan bidang Transmigrasi.

e. Badan Daerah, terdiri atas:

1.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe
A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan bidang
penelitian dan pengembangan;

Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
Keuangan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar
melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik; dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Klasifikasi A
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan
bencana.

2. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

a. Perangkat Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang baru berdasarkan
Peraturan Daerah ini;

b. Pejabat pada:

1.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
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2. Dinas Kesehatan;

@

Dinas Perumahan dan Permukiman;

>

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

O %N oo

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

10. Dinas Pertanian; dan

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai

dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah
ini.

c. Dokumen perencanaan dan penganggaran pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Kesehatan;
Dinas Perumahan dan Permukiman;

nal el

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

O ® N oo

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

10. Dinas Pertanian; dan

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan

perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan; dan

d. Perikatan yang telah dilakukan pada:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Kesehatan;
Dinas Perumahan dan Permukiman;

nal

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

O X NOoo

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

10. Dinas Pertanian; dan

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya

perikatan dan/atau diterbitkan perikatan yang baru berdasarkan
Peraturan Daerah ini.
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(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI PURBALINGGA,

ttd
FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-216/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SOLIKHUN,S.H.M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dibentuk mendasari
adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Urusan
Pemerintahan tersebut terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan
Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perangkat daerah dalam bentuk Dinas Daerah, merupakan
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi inti (operating core) yaitu
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib
maupun urusan pilihan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, Perangkat Daerah berbentuk Dinas sebanyak 19
(sembilan belas).

Mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Pemerintah Daerah telah melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat
Daerah berdasarkan:

a. asas efisiensi
Asas efisiensi dikandung maksud bahwa pembentukan Perangkat
Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang
paling tinggi yang dapat diperoleh.

b. Asas efektivitas

Asas efektivitas adalah pembentukan Perangkat Daerah harus
berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
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c. pembagian habis tugas.

asas pembagian habis tugas adalah pembentukan Perangkat Daerah
yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi
yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

dari hasil evaluasi, terdapat beberapa potensi penggabungan urusan
pemerintahan yang berdampak pada perubahan nomenklatur dinas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu diubah dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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